5.1

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang

telah dilaksanakan secara luring di Apotek Alba Medika selama lima minggu
(16 April 2024 — 18 Mei 2024) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di
Apotek Alba Medika telah memberikan gambaran kepada calon
Apoteker mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang
profesional di bidang pengadaan, penerimaan dan penyimpanan
sediaan kefarmasian sesuai standar dan peraturan yang berlaku.
Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di
Apotek Alba Medika telah memberikan kesempatan kepada calon
Apoteker untuk Mengamati dan mempelajari kegiatan pelayanan
kefarmasian seperti pelayanan resep, swamedikasi dan pemberian
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang profesional sesuai
standar dan kode etik kefarmasian.

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di
Apotek Alba Medika telah memberi gambaran dan menambah
pengetahuan kepada calon Apoteker dalam pengembangan usaha
praktek farmasi komunikasi di Apotek, berupa tata cara pendirian
Apotek, pengelolaan Apotek, pengelolaan uang dan Sumber Daya
Manusia (SDM).

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di
Apotek Alba Medika membantu calon Apoteker untuk semakin
mengembangkan diri, memperdalam ilmu dan menambah wawasan

didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA), baik
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5.2

dari segi pengetahuan, keterampilan, soft skills dan afektif untuk
melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat

manusia.

Saran
Berdasarkan hasil Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang

telah dilaksanakan secara luring di Apotek Alba Medika selama lima minggu

(16 April — 18 Mei 2024), terdapat beberapa saran antara lain:

1.

Mahasiswa calon apoteker sebaiknya mempersiapkan diri dengan
baik sebelum melaksanakan praktik kerja di apotek seperti
menambah wawasan dan pengetahuan yang cukup tentang obat-
obatan yang umum atau sering digunakan oleh masyarakat serta
keterampilan dalamberkomunikasi kepada pasien sehingga dapat
memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien.

Mahasiswa calon Apoteker harus berperan aktif dalam
melaksanakan semua kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker
(PKPA) serta aktif berdiskusi dan menggali informasi kepada
Apoteker pembimbing di Apotek agar dapat memperoleh banyak
pengetahuan dan wawasan yang dapat berguna untuk calon
Apoteker dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Apoteker

saat melaksanakan pelayanan di Apotek.
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